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ABSTRAK 

Arini Ummulya Ilham : dengan judul “Analisis Hukum Perdata Internasional Terhadap 

Sengketa Merek Antara Brand Lokal Dan Asing Berdasarkan Prinsip Lex Loci 

Protectionis” Di bawah bimbingan (Bapak Ilham Abbas) selaku Pembimbing Ketua 

dan (Bapak Muh. Fachri Said) selaku Pembimbing Anggota. 

Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan internasional telah mendorong 

intensifikasi sengketa merek yang melibatkan unsur asing di Indonesia, menciptakan 

ketidakpastian hukum terkait penentuan choice of law dalam penyelesaian sengketa 

antara brand lokal dan brand asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum yang berlaku pada sengketa merek 

Indonesia, serta mengkaji pengaruh penerapan prinsip lex loci protectionis terhadap 

perlindungan hukum brand lokal dalam sengketa merek lintas yurisdiksi. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual 

approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan 

meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, dan 

instrumen hukum internasional. 

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, hakim Indonesia secara 

konsisten menerapkan hukum Indonesia sebagai lex causae dalam sengketa merek 

yang terjadi di wilayah Indonesia, bertumpu pada tiga pilar normatif: prinsip first to file 

(Pasal 3 UU MIG), doktrin iktikad tidak baik (Pasal 21 ayat (3) UU MIG), dan 

perlindungan merek terkenal (Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU MIG). Analisis 

komparatif terhadap kasus IKEA (Putusan MA No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015) dan 

kasus Starbucks (Putusan MA No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022) mengungkapkan 

inkonsistensi pola pertimbangan hakim: dalam kasus IKEA hakim mengutamakan 

kewajiban penggunaan aktif merek sehingga brand lokal memperoleh perlindungan, 

sedangkan dalam kasus Starbucks hakim mengutamakan doktrin merek terkenal dan 

larangan iktikad tidak baik sehingga brand asing memperoleh perlindungan. Kedua, 

prinsip lex loci protectionis bersifat dual effect terhadap brand lokal sebagai perisai 

yang menjamin berlakunya hukum Indonesia dan menghalau klaim asing yang tidak 

berdasar, sekaligus sebagai pedang yang dapat memutus melawan brand lokal 

apabila terbukti beritikad tidak baik. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakkonsistenan putusan hakim berpangkal 

pada ketiadaan standar kriteria merek terkenal yang terukur dalam UU MIG. 

Reformasi yang mendesak meliputi kodifikasi kriteria well-known mark, harmonisasi 

yurisprudensi, serta perluasan akses brand lokal terhadap sistem pendaftaran 

internasional melalui Madrid Protocol guna mewujudkan perlindungan merek yang 

adil, prediktabel, dan selaras dengan komitmen internasional Indonesia. 

Kata kunci: lex loci protectionis, sengketa merek, brand lokal, brand asing, Hukum 

Perdata Internasional, well-known mark, first to file 

 

1

6

6

8

34

43

53

Page 9 of 35 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3504594923

Page 9 of 35 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3504594923



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan internasional telah 

mengubah lanskap bisnis dunia secara fundamental, menciptakan integrasi pasar 

yang semakin dalam dan memperluas jangkauan aktivitas komersial yang 

melampaui batas-batas teritorial negara. Dalam konteks ini, hak kekayaan 

intelektual (HKI), khususnya merek dagang, telah berevolusi dari sekadar tanda 

pembeda menjadi aset strategis yang merepresentasikan reputasi, kepercayaan 

konsumen, dan nilai ekonomi yang dapat mencapai miliaran dolar.1 

Merek bukan lagi simbol pasif, melainkan instrumen aktif dalam 

membangun identitas brand, memenangkan persaingan pasar, dan menciptakan 

keunggulan kompetitif di arena global. Indonesia, sebagai salah satu ekonomi 

terbesar di Asia Tenggara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, menjadi pasar 

yang sangat menarik bagi brand-brand multinasional yang ingin memperluas 

jangkauan bisnis mereka.2 Di satu sisi, masuknya brand asing membawa dampak 

positif berupa transfer teknologi, peningkatan standar kualitas produk, dan 

investasi asing langsung. Di sisi lain, kondisi ini menciptakan tekanan kompetitif 

yang sangat besar bagi pelaku usaha lokal yang masih dalam tahap 

pengembangan dan penguatan kapasitas, terutama dalam hal pemahaman 

mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang mereka. 

 
1 Dinwoodie, GB (2009). Mengembangkan hukum kekayaan intelektual internasional privat: 
berakhirnya teritorialitas. Wm. & Mary L. Rev. , 51 ,hlm 711. 
2 Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2023, 31 Desember). Demografi. Diakses 
dari https://www.bkpm.go.id/id/mengapa-indonesia/prospek-investasi/demografi; Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian. (2024, 27 Oktober). Kinerja kokoh perekonomian Indonesia untuk 
meningkatkan PDB dan menurunkan tingkat kemiskinan. Diakses 
dari https://ekon.go.id/publikasi/detail/6117/ pada 29 September 2025 
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Ketimpangan ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran sebagian pelaku 

usaha lokal untuk segera mendaftarkan dan melindungi merek mereka secara 

proaktif, sehingga tidak jarang brand lokal yang telah berkembang justru 

menghadapi gugatan dari pihak asing yang mengklaim kepemilikan merek serupa 

di yurisdiksi berbeda. 

Islam menekankan pentingnya keadilan dan larangan mengambil hak orang 

lain secara tidak sah, sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur’an Surah Al-Baqarah 

ayat 188, yang berbunyi :  

“wa lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthili wa tudlû bihâ ilal-ḫukkâmi 
lita'kulû farîqam min amwâlin-nâsi bil-itsmi wa antum ta‘lamûn”  
 
Terjemahan: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan 
yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para 
hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain 
itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." 
 

Ayat ini memberikan landasan normatif tentang pentingnya perlindungan 

hak kepemilikan, termasuk hak atas kekayaan intelektual, serta larangan 

mengambil hak orang lain secara tidak sah. Dalam konteks merek, penggunaan 

merek milik pihak lain tanpa izin atau pemalsuan merek merupakan bentuk 

pengambilan hak yang batil dan merugikan pemilik sah. 

Secara normatif, sistem hukum nasional dan internasional telah 

menyediakan kerangka perlindungan merek yang cukup komprehensif. Di tingkat 

internasional, Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883) dan 

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs 

Agreement, 1994) mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan merek lintas 

1

15

28
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negara, termasuk asas national treatment, most-favoured nation, dan sistem 

pendaftaran yang diakui secara internasional.3  

Di tingkat nasional, Indonesia telah mengatur merek melalui Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang 

menganut sistem first to file, mengakui perlindungan terhadap merek terkenal 

(well-known mark), serta melarang pendaftaran merek dengan itikad tidak baik.4 

Secara ideal, perlindungan terhadap merek—baik milik brand lokal maupun 

asing—seharusnya diwujudkan melalui mekanisme administratif dan peradilan 

yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.5 

Namun dalam kenyataannya, implementasi perlindungan merek dalam 

transaksi lintas negara menghadapi berbagai tantangan kompleks yang 

menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan perlindungan antara brand 

lokal dan brand asing.6 Di tengah meningkatnya sengketa merek, muncul 

pertanyaan fundamental dalam perspektif Hukum Perdata Internasional: ketika 

sengketa merek melibatkan unsur asing (foreign element)—baik karena salah satu 

pihak berkedudukan di luar negeri, merek didaftarkan di beberapa yurisdiksi, atau 

pelanggaran terjadi melalui sarana digital lintas negara—hukum negara mana 

yang harus diterapkan (choice of law) dan pengadilan mana yang berwenang 

(jurisdiction)?7 

 
3 Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 20 Maret 1883, World Intellectual Property 
Organization, https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/; Agreement on Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights (TRIPs), 15 April 1994, World Trade 
Organization, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf; Sunila, S. (2009). Trademark 
infringement and conflict of laws. IPRinfo, 2, 10–15. 
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN 
2016 No. 252, Pasal 3, Pasal 21 ayat (1) dan (3). 
 
5 Mertokusumo, S. (2010). Mengenal hukum: Suatu pengantar (Edisi ke-5). Liberty, hlm. 78–82. 
6 Op.Cit., 
7 Gautama, S. (2010). Hukum perdata internasional Indonesia (Jilid I, Edisi Revisi). PT Alumni, hlm. 15–
22; Max Planck Institute for Comparative and International Private Law. (2012). Intellectual property 
(PIL)—Max Planck Encyclopedia of European Private Law. Diakses dari https://max-

1

6

11
14

18

42
44

47

48

55

57

Page 12 of 35 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3504594923

Page 12 of 35 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3504594923

https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf
https://max-eup2012.mpipriv.de/index.php/Intellectual_Property_(PIL)


Dalam konteks Hukum Perdata Internasional Indonesia, pengaturan 

mengenai pilihan hukum masih bertumpu pada tiga pasal warisan Hindia Belanda 

yang termuat dalam Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië (AB), 

yaitu Pasal 16, 17, dan 18 AB.8 Pasal 16 AB mengatur tentang status personal dan 

wewenang seseorang berdasarkan prinsip nasionalitas (lex patriae), yang 

menyatakan bahwa ketentuan undang-undang mengenai status dan wewenang 

seseorang tunduk pada hukum negara asal orang tersebut.9 Pasal 17 AB mengatur 

bahwa terhadap benda-benda tidak bergerak berlaku hukum dari negara tempat 

benda tersebut berada (lex rei sitae), yang menegaskan prinsip teritorialitas dalam 

perlindungan benda.10 

Meskipun HKI, termasuk merek, secara konseptual merupakan benda tidak 

berwujud, namun sifat teritorialitasnya yang kuat mengarahkan penerapan prinsip 

serupa dengan benda tidak bergerak, di mana hak atas merek hanya berlaku di 

wilayah negara yang memberikan perlindungan.11 Dengan demikian, prinsip lex 

loci protectionis—hukum negara tempat perlindungan diminta—menjadi relevan 

sebagai pengembangan dari asas teritorialitas yang tercermin dalam Pasal 17 AB, 

 
eup2012.mpipriv.de/index.php/Intellectual_Property_(PIL); Ancel, M. E. (2021). International Law 
Association's guidelines on intellectual property and private international law: Principles on jurisdiction, 
choice of law, and judgments in transnational disputes. Columbia Journal of Transnational Law, 48(2), 
189–230. 
 
8 Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2014). Naskah akademik rancangan undang-undang tentang 
hukum perdata internasional (lanjutan). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia. Diakses 
dari https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ttg_hukum_perdata_internasional_(lanjutan).pdf; 
Scholarhub Universitas Indonesia. (2017). Indonesian private international law: The development after 
more than 150 years. Indonesian Journal of International Law, 14(3), 401–430, hlm. 405–410. Diakses 
dari https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1092&context=ijil 
9 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië (AB), Staatsblad 1847 No. 23, Pasal 16; 
10 Ibid., 
11 TLBlog. (2022, 5 Oktober). Territoriality v. extraterritoriality in intellectual property: Reconciling 
competing principles. Diakses dari https://tlblog.org/territoriality-v-extraterritoriality-in-intellectual-
property/ pada 29 September 2025 
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meskipun belum dikodifikasi secara eksplisit dalam peraturan perundang-

undangan Indonesia. 

Prinsip lex loci protectionis menyatakan bahwa hukum yang berlaku 

terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual adalah hukum negara di mana 

perlindungan tersebut diminta atau negara untuk mana perlindungan itu diklaim.12 

Prinsip ini telah diterima secara luas dalam praktik hukum internasional dan 

dikodifikasi dalam Article 8 Rome II Regulation yang menyatakan:  

"The law applicable to a non-contractual obligation arising from an 

infringement of an intellectual property right shall be the law of the country for which 

protection is claimed" (Rome II Regulation, 2007).13 

Penerapan prinsip ini bertujuan memberikan kepastian hukum dengan 

menghubungkan sengketa HKI pada hukum negara yang memiliki kepentingan 

paling dekat dengan objek perlindungan.14 

Fenomena nyata yang menunjukkan kompleksitas penerapan prinsip lex 

loci protectionis dalam sengketa merek antara brand lokal dan asing di Indonesia 

dapat dilihat dalam dua kasus penting. Pertama, kasus sengketa merek IKEA 

antara Inter IKEA Systems B.V. (Swedia) dan PT Ratania Khatulistiwa (Indonesia). 

Mahkamah Agung melalui Putusan No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 membatalkan 

merek "IKEA" milik Inter IKEA Systems B.V. dengan alasan tidak digunakannya 

 
12 Max Planck Institute for Comparative and International Private Law. (2012). Intellectual property 
(PIL)—Max Planck Encyclopedia of European Private Law. Diakses dari https://max-
eup2012.mpipriv.de/index.php/Intellectual_Property_(PIL); 
13 Regulation (EC) No. 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the 
law applicable to non-contractual obligations (Rome II), Official Journal of the European Union, L 
199/40, Article 8(1). Diakses dari https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0864 pada 30 September 2025 
14  Ancel, M. E. (2021). International Law Association's guidelines on intellectual property and private 
international law: Principles on jurisdiction, choice of law, and judgments in transnational 
disputes. Columbia Journal of Transnational Law, 48(2), 189–230, hlm. 210–215. Diakses 
dari https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4189&context=faculty_scholarshi
p; diakses pada 30  September 2025 
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merek tersebut selama tiga tahun berturut-turut di Indonesia, meskipun IKEA 

adalah merek terkenal global yang telah terdaftar di lebih dari 100 negara.15 

Putusan ini menimbulkan kontroversi karena dipandang mengutamakan aspek 

formalistik (non-use) ketimbang perlindungan merek terkenal, serta memberikan 

peluang bagi brand lokal untuk memanfaatkan celah hukum guna memperoleh hak 

atas merek asing yang tidak aktif di pasar Indonesia.16 

Kedua, kasus sengketa merek Starbucks antara Starbucks Corporation 

(Amerika Serikat) dan PT Sumatra Tobacco Trading Company (Indonesia). 

Mahkamah Agung melalui Putusan No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 membatalkan 

pendaftaran merek "Starbucks" milik PT Sumatra Tobacco Trading Company untuk 

produk rokok (kelas 34), meskipun STTC telah mendaftarkan merek tersebut lebih 

dahulu di kelas barang tersebut.17 Mahkamah Agung menegaskan bahwa 

"Starbucks" adalah merek terkenal yang layak dilindungi lintas kelas barang dan 

 
15 Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015, 11 Mei). Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 
K/Pdt.Sus-HKI/2015 dalam perkara sengketa merek IKEA antara Inter IKEA Systems B.V. melawan PT 
Ratania Khatulistiwa. Direktori Putusan Mahkamah Agung. Diakses 
dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0dacd88cea39f2172122690eaef1608b.
html; Sternekessler. (2023, 16 Agustus). Use it or lose it: IKEA's trademark battle in Indonesia highlights 
risks for international brands. Diakses dari https://www.sternekessler.com/news-
insights/publications/use-it-or-lose-it-ikeas-trademark-battle-indonesia/; Jahja & Partners. (2023, 28 
September). The Indonesian IKEA case: What happened and why it might actually be good for foreign 
companies operating in Indonesia. Diakses dari https://jahja.com/news-updates/the-indonesian-ikea-
case/ 
16 Yuliastuti, D., & Raharjo, A. (2025, 30 Januari). Analisis yuridis sengketa merek IKEA: Perlindungan 
merek terkenal versus kewajiban penggunaan merek di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan 
Politik, 2(1), 89–104. Diakses dari https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/3615; Amanah, N. (2018). 
Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang sengketa merek IKEA 
antara Inter IKEA System BV dan PT Ratania Khatulistiwa hubungannya dengan Pasal 6 Ayat (1) 
Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek [Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum]. Universitas 
Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Diakses dari https://digilib.uinsgd.ac.id/6837/; Witjaksana, 
M. Y. P. (2019). Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia: Kasus IKEA. Undang: 
Jurnal Hukum, 2(1), 45–68. Diakses dari https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/5 
17 Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-
HKI/2022 dalam perkara sengketa merek Starbucks antara Starbucks Corporation melawan PT 
Sumatra Tobacco Trading Company. Direktori Putusan Mahkamah Agung; Rahman, A. (2023, 23 
Agustus). Tinjauan hukum terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022 
mengenai sengketa merek antara Starbucks Corporation dan PT Sumatra Tobacco Trading 
Company. Birokrasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 5(2), 130–145. Diakses dari https://journal-
stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/581 
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bahwa pendaftaran oleh STTC dilakukan dengan itikad tidak baik untuk 

menumpang reputasi merek global.18 Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan 

Indonesia dapat memberikan perlindungan kuat terhadap brand asing terkenal 

dengan membatalkan pendaftaran brand lokal yang dinilai beritikad buruk.19 

Kedua kasus tersebut menggambarkan pola pertimbangan hakim yang 

berbeda dalam menerapkan hukum Indonesia sebagai lex loci protectionis: dalam 

kasus IKEA, hakim menekankan asas teritorialitas dan kewajiban penggunaan 

merek di Indonesia, sehingga brand lokal memperoleh perlindungan; dalam kasus 

Starbucks, hakim menekankan perlindungan merek terkenal dan larangan itikad 

tidak baik, sehingga brand asing memperoleh perlindungan. Perbedaan ini 

menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara das sein dan das sollen, serta 

menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip lex loci 

protectionis dan implikasinya terhadap perlindungan kepentingan brand lokal. 

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari 

sengketa merek internasional. Penelitian yang dilakukan oleh Dinwoodie (2009) 

mengkaji evolusi prinsip teritorialitas dalam HKI dan menyimpulkan bahwa prinsip 

teritorialitas murni semakin sulit dipertahankan dalam era globalisasi.20 Sementara 

itu, penelitian mengenai perlindungan merek terkenal di Indonesia, termasuk 

analisis kasus IKEA, telah dilakukan oleh berbagai penulis yang menyoroti 

ketegangan antara perlindungan merek terkenal dan sistem first to file.21 Namun, 

belum ada penelitian yang secara khusus dan sistematis menganalisis penerapan 

 
18 Op. cit., 
19 Nurhalida, S., & Wibowo, A. (2024). Analisis putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara 
sengketa merek antara Starbucks Corporation melawan Sumatera Tobacco Trading Company: Studi 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Locus Journal of Academic Literature 
Review, 3(1), 15–30. Diakses dari https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/154; 
International Trademark Association. (2021). Famous/well-known marks: Overview and protection. 
Diakses dari https://www.inta.org/topics/famous-well-known-marks/ 
20 Op.Cit., 
21 Op.Cit., 
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prinsip lex loci protectionis dalam sengketa merek antara brand lokal dan asing di 

Indonesia serta implikasinya terhadap perlindungan kepentingan brand lokal. Di 

sinilah letak kesenjangan penelitian yang hendak diteliti. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

bagaimana hakim Indonesia menerapkan prinsip lex loci protectionis dalam 

sengketa merek antara brand lokal dan asing, serta bagaimana penerapan prinsip 

tersebut mempengaruhi perlindungan kepentingan brand lokal di Indonesia, 

dengan harapan dapat merumuskan rekomendasi untuk menjembatani 

kesenjangan antara das sein dan das sollen demi tercapainya perlindungan merek 

yang adil, prediktabel, dan selaras dengan komitmen internasional Indonesia. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis menemukan 

permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan prinsip lex loci protectionis 

dalam penyelesaian sengketa merek antara brand lokal dan asing di Indonesia, 

antara lain: 

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum yang berlaku 

pada sengketa merek antara brand lokal dan brand asing di Indonesia? 

2. Bagaimanakah penerapan prinsip lex loci protectionis oleh hakim dapat 

mempengaruhi perlindungan hukum terhadap brand lokal dalam sengketa 

merek dengan brand asing di Indonesia? 

3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan 

hukum yang berlaku pada sengketa merek antara brand lokal dan brand asing 

di Indonesia, khususnya melalui studi kasus IKEA dan Starbucks. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip lex loci protectionis oleh 

hakim terhadap perlindungan hukum brand lokal dalam sengketa merek 

dengan brand asing di Indonesia, serta merumuskan rekomendasi perbaikan 

yang mendukung keadilan dan kepastian hukum. 

4. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis 

maupun praktis dalam pengembangan ilmu Hukum Perdata Internasional dan 

penerapan hukum di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hak kekayaan 

intelektual (HKI) dengan fokus pada penerapan prinsip lex loci protectionis dalam 

sengketa merek lintas negara, yakni: 

1. Secara Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum Indonesia 

mengenai aspek pilihan hukum (choice of law) dalam sengketa HKI yang 

melibatkan elemen asing, menyediakan kerangka analisis komprehensif 

tentang dinamika hubungan antara hukum nasional dan internasional dalam 

perlindungan merek, serta menjadi referensi akademis bagi studi lanjutan di 

bidang Hukum Perdata Internasional, hukum merek, dan HKI dalam konteks 

globalisasi ekonomi.  

2. Secara praktis 

Penelitian ini bertujuan memberikan masukan dan rekomendasi bagi pembuat 

kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih adil dan prediktabel dalam 

perlindungan merek internasional, menjadi panduan bagi praktisi hukum 

seperti advokat dan konsultan HKI dalam menangani kasus sengketa dengan 

unsur asing melalui strategi litigasi yang efektif, menyediakan perspektif bagi 

hakim dan pengadilan dalam menerapkan prinsip lex loci protectionis secara 
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konsisten, meningkatkan pemahaman pelaku usaha lokal maupun asing 

terhadap langkah-langkah preventif perlindungan merek di Indonesia, serta 

meningkatkan kesadaran masyarakat umum mengenai pentingnya HKI 

khususnya merek dan mekanisme hukum penyelesaian sengketanya. 
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